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ABSTRAK 

 
Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan 
mengkaji pemberlakuan ketentuan pidana dalam 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang 
Penjaminan serta untuk mengetahui dan 
mengkaji tata kelola, pengawasan dan pelaporan 
lembaga penjaminan. Dengan menggunakan 
metode penelitian Hukum Normatif, didapatkan 
kesimpulan sebagai berikut: 1. Pemberlakuan 
ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 
1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan, merupakan 
bagian dari upaya penegakan hukum khususnya 
di bidang hukum pidana terhadap pelaku tindak 
pidana yang telah terbukti melakukan perbuatan 
pidana secara sah melalui proses pemeriksaan di 
siding pengadilan. Terhadap pelaku tindak pidana 
tersebut dapat dikenakan pidana penjaran dan 
pidana denda sesuai dengan bentuk perbuatan 
pidana yang telah terbukti secara sah dilakukan.  
2. Tata kelola, pengawasan dan pelaporan 
lembaga penjaminan, diantaranya lembaga 
penjamin dalam melaksanakan pengelolaan 
usahanya wajib menerapkan tata kelola 
perusahaan yang baik dan wajib menjaga kondisi 
kesehatan keuangannya serta melaksanakan 
kegiatannya memanfaatkan teknologi informasi. 
Hal ini diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa 
Keuangan. Dalam melaksanakan pengawasan 
Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk 
mencabut izin usaha Lembaga Penjamin atau izin 
(Unit Usaha Syariah) UUS. Untuk pelaporan, 
seperti lembaga penjamin wajib menyampaikan 
laporan bulanan, laporan keuangan tahunan yang 
telah diaudit oleh akuntan publik, dan/atau 
laporan lain kepada Otoritas Jasa Keuangan dan 
lembaga penjamin wajib melaporkan setiap 
perubahan anggaran dasar kepada Otoritas Jasa 
Keuangan.   
 
Kata Kunci : tata kelola, pengawasan dan 
pelaporan lembaga penjaminan 
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PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 

Menurut Penjelasan Atas Undang-Undang 
Republik Indonesia  Nomor 1 Tahun 2016 
Tentang Penjaminan, Pasal 33 Ayat (4) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 menyatakan bahwa perekonomian nasional 
diselenggarakan berdasar atas demokrasi 
ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi 
berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan 
lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga 
keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi 
nasional.  

Demokrasi ekonomi sebagaimana dimaksud 
dalam konstitusi merupakan alat untuk 
mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang 
memerlukan dukungan dari berbagai pihak dan 
kalangan. Dalam demokrasi ekonomi, semua 
pelaku usaha mendapatkan posisi dan peluang 
yang sama untuk menggerakkan roda 
perekonomian, dengan tetap mengutamakan 
kebersamaan sebagai salah satu ciri ekonomi 
yang dicita-citakan oleh pendiri bangsa. Salah 
satu pelaku usaha yang memainkan peranan 
cukup penting dalam menggerakkan 
perekonomian nasional yang sesuai dengan 
paham demokrasi ekonomi adalah pelaku usaha 
pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah 
serta koperasi (UMKMK).  

UMKMK ini mempunyai peranan strategis 
dalam menggerakkan perekonomian negara jika 
dilihat dari serapan tenaga kerja, daya tahan 
terhadap guncangan ekonomi global, dan daya 
jangkau dalam menggerakkan perekonomian 
nasional. Namun, pada kenyataanya UMKMK 
menghadapi kendala, baik yang bersifat internal 
maupun eksternal. Kendala internal, antara lain, 
terkait dengan keterbatasan modal, tidak 
mempunyai laporan keuangan yang baik, dan 
manajemen bersifat kekeluargaan. Adapun 
kendala eksternal, antara lain, berupa kesulitan 
mendapatkan permodalan, teknologi, bahan 
baku, informasi dan pemasaran, infrastruktur, 
dan kemitraan.5 

Berbagai peran strategis dimiliki sektor 
UMKM, namun sektor ini juga dihadapkan 
berbagai permasalahan. Kendala dan 
permasalahan antara lain dari aspek permodalan, 
kemampuan manajemen usaha, dan kualitas 
sumberdaya manusia pengelolanya. Kendala dan 
permasalahan usaha kecil dan informal lainnya 

 
5  Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia  

Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan. 
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juga disebabkan karena sulitnya akses terhadap 
informasi dan sumberdaya produktif seperti 
modal dan teknologi, yang berakibat menjadi 
terbatasnya kemampuan usaha kecil untuk 
berkembang.6 

Mengingat peran strategis UMKM dan masih 
terbatasnya kemampuan UMKM untuk 
berkembang, maka saat ini pengembangan usaha 
kecil merupakan salah satu strategi yang diambil 
Pemerintah dalam rangka pertumbuhan 
ekonomi. Dalam rangka pengembangan usaha 
kecil ini diperlukan informasi yang lengkap, 
mudah dan cepat dapat di "akses", terutama 
informasi potensi suatu sektor usaha ekonomi 
atau komoditas untuk dikembangkan pada suatu 
wilayah (Kecamatan) tertentu, faktor-faktor yang 
mempengaruhi pengembangannya, serta prospek 
pengembangan program kemitraan terpadu 
untuk sektor usaha atau komoditas tersebut. 

Dalam struktur perekonomian nasional, 
UMKM memiliki kedudukan, peran, dan potensi 
yang strategis karena 99% (sembilan puluh 
sembilan persen) pelaku ekonomi Indonesia 
termasuk dalam kategori UMKM, dengan 
penyerapan tenaga kerja mencapai 97% 
(sembilan puluh tujuh persen). Namun demikian, 
UMKM masih terkendala dalam mengakses 
sumber pembiayaan. Sampai dengan kuartal satu 
tahun 2014 total kredit yang diterima UMKM 
hanya mencapai 18,6% (depanbelas koma enam 
persen) dari total kredit yang disalurkan 
perbankan.7 

Pemerintah dan DPR RI telah menginisiasi 
terbentuknya Undang-Undang tentang 
Penjaminan yang disahkan dalam Rapat 
Paripurna pada tanggal 17 Desember 2015. 
Pembentukan UU No. 1 Tahun 2016 tentang 
Penjaminan dilatarbelakangi keinginan untuk 
memberikan pelindungan dan jaminan bagi 
UMKM untuk memperoleh akses kredit atau 
pembiayaan. Melalui UU No. 1 Tahun 2016 
Tentang Penjaminan diharapkan UMKM yang 
prospektif dan feasible, tetapi terkendala 
masalah agunan dalam memperoleh kredit, dapat 
mengakses perbankan dan lembaga pembiayaan 
lainnya melalui penjaminan kredit yang diberikan 
oleh lembaga penjamin untuk UMKM.  

Melalui perjanjian penjaminan kredit yang 
dilakukan antara lembaga penjamin dan UMKM, 

 
6  Supriyanto. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan 

Menengah (UMKM) Sebagai Salah Satu Upaya 
Penanggulangan Kemiskinan. Jurnal Ekonomi & 
Pendidikan, Volume 3 Nomor 1, April 2006. hlm. 2. 

7  Ibid. 

lembaga penjamin memberikan jasa penjaminan 
bagi kredit atau pembiayaan dan bertanggung 
jawab untuk memberikan ganti rugi kepada 
penerima jaminan akibat kegagalan terjamin 
dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana 
diperjanjikan dalam perjanjian 
kredit/pembiayaan. Peran sebagai penjamin 
kredit dilakukan dengan membayar sejumlah 
kewajiban terjamin (debitur) kepada penerima 
jaminan (kreditur). Hal ini dilakukan apabila pada 
saat kredit telah jatuh tempo sebagaimana 
diperjanjikan dalam perjanjian kredit antara 
debitur dan kreditur, ternyata debitur (terjamin) 
tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk 
membayar kredit. 

Peran masyarakat dalam pembangunan 
nasional, utamanya dalam pembangunan 
ekonomi adalah Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah. Posisi Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah (UMKM) dalam perekonomian 
nasional memiliki peran yang penting dan 
strategis. Kondisi tersebut sangat memungkinkan 
karena eksistensi UMKM cukup dominan dalam 
perekonomian Indonesia, dengan alasan jumlah 
industri yang besar dan terdapat dalam setiap 
sektor ekonomi; potensi yang besar dalam 
penyerapan tenaga kerja, dan kontribusi UMKM 
dalam pembentukan Produk Domestik Bruto 
(PDB) sangat dominan. Alasan lainnya adalah 
usaha mikro dan kecil memiliki keunggulan dalam 
bidang yang memanfaatkan sumber daya alam 
dan padat karya, utamanya pada sektor 
pertanian tanaman pangan perkebunan, 
peternakan, perikanan, perdagangan, dan rumah 
makan/restoran.8  

Menurut Penjelasan Atas Undang-Undang 
Republik Indonesia  Nomor 1 Tahun 2016 
Tentang Penjaminan, lahirnya UU Nomor 21 
Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan 
mengamanatkan peralihan kewenangan 
pengawasan terhadap lembaga penjaminan dari 
Menteri Keuangan kepada Otoritas Jasa 
Keuangan dan pengaturan mengenai Lembaga 
Penjaminan mengacu pada Peraturan Otoritas 
Jasa Keuangan (POJK). 

Undang-Undang ini mengatur berbagai hal 
yang terkait dengan lembaga penjamin, usaha 
penjaminan, mekanisme penjaminan, usaha 
pendukung dari penjaminan, profesi penyedia 

 
8  Sudati Nur Sarfiah, Hanung Eka Atmaja dan Dian Marlina 

Verawati. Umkm Sebagai Pilar Membangun Ekonomi 
Bangsa Msmes The Pillar For Economy. Jurnal REP (Riset 
Ekonomi Pembangunan) Volume 4 Nomor 2 2019. 
hlm.138 
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jasa penjaminan, dan asosiasi penjaminan serta 
ketentuan sanksi administratif dan sanksi pidana 
bagi setiap orang yang melanggar terhadap 
ketentuan yang terdapat di dalam Undang-
Undang ini. 

Sanksi hukum administrasi merupakan 
sanksi yang penerapannya tidak melalui 
perantaraan hakim. Pemerintah berwenang 
untuk bilamana perlu, tanpa keharusan 
perantaraan hakim terlebih dahulu bertindak 
jauh secara nyata. Sasaran sanksi administrasi 
adalah perbuatan yang bertentangan dengan 
peraturan perundang-undangan, sehingga secara 
prinsipil berbeda dengan pemberian sanksi 
pidana maupun tanggung jawab perdata yang 
ditujukan kepada orang (pelakunya).9  

Pemberlakuan ketentuan pidana dalam 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang 
Penjaminan merupakan bagian dari penegakan 
hukum pidana yang bertujuan untuk memberikan 
efek jera terhadap pelaku tindak pidana yang 
telah terbukti secara sah dalam pemeriksaan 
perkara di pengadilan sebagai pelaku tindak 
pidana.  

Agar supaya penyelenggaraan usaha 
penjaminan berjalan sebagaimana yang 
diharapkan oleh masyarakat, maka diperlukan 
tata kelola, pengawasan dan pelaporan oleh 
lembaga penjaminan kepada Otoritas Jasa 
Keuangan sesuai Undang-Undang Nomor 21 
Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. 

 
B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimanakah pemberlakuan ketentuan 

pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2016 Tentang Penjaminan? 

2.  Bagaimanakah tata kelola, pengawasan dan 
pelaporan lembaga penjaminan?  

 
C. Metode Penelitian 

Penyusunan penulisan ini menggunakan 
metode penelitian hukum normatif.  
 
PEMBAHASAN 
A. Pemberlakuan Ketentuan Pidana Dalam 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 
Tentang Penjaminan 
Dalam ilmu hukum pidana, istilah tindak 

pidana adalah terjemahan dari bahasa Belanda  
Strafbaarfiet yang merupakan istilah resmi dalam 
Wetboek Van Starfrecht yang telah 

 
9  Putra Bagus Wyasa Ida. Hukum Bisnis Pariwisata. Cetakan 

Pertama. PT. Refika Aditama, Bandung, 2003.hlm. 183. 

diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia 
dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
(KUHP) yang masih berlaku di Indonesia sampai 
saat ini.10 Di samping istilah tindak pidana, juga 
dikenal beberapa istilah lain yaitu perbuatan 
pidana, peristiwa pidana dan delik, namun 
demikian perbedaan-perbedaan tersebut tidaklah 
mempunyai arti yang mendasar. Menurut 
Mardani, pada hakikatnya yang terjadi adalah 
perbedaan pemakaian kata, sedangkan 
maksudnya satu sama lain tidaklah berbeda.11 
Perkara pidana, strafzaak, yaitu delik yang 
merupakan objek perkara pidana.12 Tindak 
pidana, yaitu: “setiap perbuatan yang diancam 
hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran 
baik yang disebut dalam KUHPidana maupun 
peraturan perundang-undangan lainnya.”13  

Tindak pidana aduan yaitu: tindak pidana 
yang hanya dapat dituntut atas permintaan dari 
pihak penderita atau korban.14 Tindak pidana 
khusus, yaitu: “tindak pidana yang diatur 
tersendiri dalam undang-undang khusus yang 
memberikan peraturan khusus tentang tata cara 
penyidikannya, tuntutannya, pemeriksaannya 
maupun sanksinya yang menyimpang dari 
ketentuan yang dimuat dalam KUHPidana.”15 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 
Tentang Penjaminan. Pasal 57. Setiap Orang yang 
menjalankan Penjaminan, Penjaminan Syariah, 
Penjaminan Ulang, dan Penjaminan Ulang Syariah 
tanpa izin usaha sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 23 ayat (1) serta UUS 
tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 
ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda 
paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus 
miliar rupiah). 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 
Tentang Penjaminan. Pasal 1 angka 17. Unit 
Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS, 
adalah unit kerja dari Perusahaan Penjaminan 
yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor 
atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha 
Penjaminan berdasarkan Prinsip Syariah.  

 
10  Mardani, Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif 

Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional, Ed. 1, PT. 
RajaGrafindo, Jakarta, 2008, hlm. 59. 

11  Ibid. 
12  Andi Hamzah, Op. Cit. hlm. 118 
13  Rocky Marbun, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., 

Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & 
Perundang-Undangan Terbaru, Cetakan Pertama, 
Visimedia, Jakarta. 2012.hlm. 311. 

14  Ibid. 
15  Ibid. 
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Perizinan adalah salah satu bentuk 
pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat 
pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah 
terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh 
masyarakat. Dengan memberikan izin, penguasa 
memperkenankan orang yang memohonnya 
untuk melakukan tindakantindakan tertentu yang 
sebenarnya dilarang demi memperhatikan 
kepentingan umum yang mengharuskan adanya 
pengawasan. Hal pokok pada izin, bahwa sesuatu 
tindakan dilarang kecuali diperkenankan dengan 
tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang 
bersangkutan dilakukan dengan cara-cara 
tertentu.16 

Dalam Hukum Administrasi, izin merupakan 
instrumen yuridis yang digunakan oleh 
pemerintah untuk mempengaruhi para warga 
agar mau mengikuti cara yang dianjurkan guna 
mencapai suatu tujuan konkrit. Sebagai suatu 
instrumen hukum, izin berfungsi sebagai ujung 
tombak atau alat yang bertujuan untuk 
mengarahkan, mengendalikan, merekayasa, dan 
merancang masyarakat adil makmur. Melalui izin 
dapat diketahui bagaimana gambaran 
masyarakat adil makmur itu terwujud, yang 
berarti persyaratan-persyaratan yang terkandung 
dalam izin merupakan pengendali dalam 
memfungsikan izin itu sendiri.17 

Izin adalah perbuatan pemerintah bersegi 
satu berdasarkan peraturan perundangundangan 
untuk diterapkan pada peristiwa konkret 
menurut prosedur dan persyaratan tertentu. Dari 
pengertian ini ada beberapa unsur dalam 
perizinan yaitu, instrumen yuridis, peraturan 
perundang-undangan, organ pemerintah, 
peristiwa konkret, dan prosedur dan 
persyaratan.18  

Sistem perizinan muncul karena tugas 
mengatur dari pemerintah, karena perizinan akan 
dibuat dalam bentuk peraturan yang harus 
dipatuhi masyarakat yang berisikan larangan dan 
perintah. Dengan demikian izin ini akan 
digunakan oleh penguasa sebagai instrumen 
untuk mempengaruhi hubungan dengan para 
warga agar mau mengikuti cara yang 
dianjurkannya, guna mencapai tujuan yang 
konkrit.19 

Perizinan ini merupakan upaya mengatur 
kegiatan-kegiatan yang memiliki peluang 

 
16  Ibid, hlm. 168. 
17  Ridwan. HR. Hukum Administrasi Negara. UII Press. 

Yogyakarta. 2003. hlm. 160. 
18  Ridwan HR, Op. Cit, hlm. 201-202. 
19  N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, Op. Cit, hlm. 5. 

menimbulkan gangguan pada kepentingan 
umum. Mekanisme perizinan yaitu melalui 
penerapan prosedur ketat dan ketentuan yang 
harus dipenuhi untuk menyelenggarakan suatu 
pemanfaatan lahan. Perizinan adalah salah satu 
bentuk pelaksanaan fungsi mengatur dan bersifat 
pengendalian yang dimiliki pemerintah, yaitu 
merupakan mekanismepengendalian 
administratif terhadap kegiatan yang dilakukan 
oleh masyarakat.20 

Perizinan wujud keputusan pemerintah, 
maka perizinan adalah: tindakan hukum 
pemerintah berdasarkan kewenangan publik 
yang membolehkan atau memperkenankan 
menurut hukum bagi seseorang atau badan 
hukum untuk melakukan sesuatu kegiatan. 
Instrumen perizinan diperlukan pemerintah 
untuk mengkonkretkan wewenang pemerintah. 
Tindakan ini dilakukan melalui penerbitan 
keputusan tata usaha negara.21 

Bagi pembuat peraturan, sangat penting 
untuk tidak hanya melarang tindakan-tindakan 
yang tanpa disertai izin, tetapi terhadap 
tindakantindakan yang bertentangan dengan 
aturan hukum yang dapat dikaitkan pada suatu 
izin, termasuk sanksi-sanksi yang diatur dalam 
Hukum Administrasi. Dalam Hukum Administrasi 
negara yang merupakan bagian dari Hukum 
Publik, diatur hubungan antara Pemerintah 
dengan warga masyarakat yang ditetapkan 
secara sepihak oleh Pemerintah. Bentuk hukum 
yang khas dari Hukum Administrasi Negara 
adalah ketetapan, yaitu perbuatan hukum oleh 
badan pemerintah.22 

Sanksi administrasi mempunyai karakter 
khusus, seperti penerapannya dapat dilakukan 
secara langsung oleh pemerintah tanpa 
menunggu adanya putusan pengadilan terlebih 
dulu. Menegakkan sanksi administrasi melalui 
penerapan sanksi administrasi tidak melalui 
proses peradilan, karena penerapan sanksi ini 
merupakan wewenang eksekutif sebagai organ 
pemerintahan. Seperti telah diketahui bahwa 
organ pemerintahan merupakan suatu badan 
hukum yang diadakan berdasarkan hukum publik, 
atau suatu badan pemerintahan lain yang 
mempunyai kekuasaan publik. 

 
20  Ibid. hlm. 173. 
21  Helmi, Hukum Perizinan Lingkungan Hidup, Cetakan 

Pertama, Sinar Grafika. Jakarta. 2012. hlm. 28-29. 
22  Nur Asiyah. Strategi Implementasi Perizinan Dan Sanksi 

Administratif Sebagai Pembatasan Terhadap Kebebasan 
Bertindak. Jurnal Hukum Samudra Keadilan Volume 12, 
Nomor 1, Januari-Juni 2017.hlm. 127. 



Lex Privatum Vol.XI/No.3/Mar/2023 

Sedangkan sanksi administratif dapat 
diterapkan baik melalui jalur pengadilan maupun 
jalur non pengadilan, yakni oleh pejabat 
administrasi. Sanksi administratif yang 
dituangkan dalam peraturan perundang-
undangan kebanyakan terkait dengan masalah 
perizinan dan dilaksanakan oleh pejabat (badan) 
administrasi yang berwenang mengeluarkan 
perizinan tersebut. Sanksi administratif yang 
dijatuhkan oleh pejabat administrasi sering 
dikaitkan dengan pelanggaran terhadap 
persyaratan perizinan. 

Pelaksanaan peraturan perundang-
undangan tidak akan efektif apabila tidak disertai 
dengan penegakan hukum. Penegakan hukum 
terhadap suatu peraturan perundang-undangan 
bisa bermacam-macam bentuknya, salah satunya 
dituangkan dalam ketentuan sanksi, yang dapat 
berupa sanksi pidana, sanksi perdata, atau sanksi 
administratif. Namun, penegakan hukum 
terhadap suatu peraturan perundangundangan 
tidak selalu harus diikuti dengan adanya 
ketentuan sanksi dalam peraturan perundang-
undangan yang bersangkutan. Sanksi bisa saja 
diatur dalam atau mengacu pada peraturan 
perundang-undangan lain atau tanpa diatur pun 
kalau dalam suatu peraturan perundang-
undangan ditentukan bahwa kita harus 
memenuhi persyaratan tertentu untuk 
memperoleh sesuatu (hak) tetapi syarat tersebut 
tidak dipenuhi, maka sanksinya adalah kita tidak 
akan memperoleh sesuatu (hak) yang mestinya 
kita peroleh apabila syarat tersebut dipenuhi.23 

Ketentuan sanksi ini, baik pidana, perdata, 
maupun administratif merupakan suatu pilihan, 
artinya tidak harus ketiga-tiganya diterapkan 
tetapi dapat dipilih mana yang paling efektif dan 
yang paling tepat dikaitkan dengan lingkup 
substansi pengaturannya. Bahkan sangat 
mungkin penegakan hukum dari suatu peraturan 
perundang-undangan sama sekali tidak 
diperlukan adanya sanksi.  Sanksi dalam 
peraturan perundang-undangan merupakan 
suatu opsi, jika diperlukan, termasuk ketentuan 
pidana. Oleh karena itu, dalam lampiran Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
ditentukan bahwa pencantuman ketentuan 

 
23  Wicipto Setiadi. Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu 

Instrumen Penegakan Hukum Dalam Peraturan 
Perundang-Undangan. Jurnal Legislasi Indonesia. Vol. 6 
No. 4 - Desember 2009. hlm. 604 

pidana dalam peraturan perundangundangan 
adalah jika diperlukan.24 

Pencantuman sanksi juga harus disesuaikan 
dengan substansi yang diatur dalam peraturan 
perundang-undangan tersebut. Dalam beberapa 
peraturan perundang-undangan dijumpai 
pengenaan sanksi, terutama sanksi pidana 
terlihat sangat dipaksakan. Sanksi yang tidak 
sesuai akan mengakibatkan peraturan 
perundang-undangan yang dibentuk menjadi 
tidak efektif atau tidak ada daya/hasil gunanya. 
Hal ini sesuai dengan salah satu asas yang harus 
dipenuhi dalam pembentukan peraturan 
perundang-undangan, yaitu asas kedayagunaan 
dan kehasilgunaan. Artinya, setiap peraturan 
perundang-undangan dibuat karena memang 
benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam 
mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 
dan bernegara. Akibat lainnya, dalam praktik 
sanksi yang diatur dalam peraturan 
perundangundangan tersebut karena tidak sesuai 
dengan lingkup substansinya menjadi sangat sulit 
untuk diterapkan.25 

Ada kalanya sanksi perdata atau sanksi 
administratif dalam penegakan hukum suatu 
peraturan perundang-undangan merupakan 
pilihan yang lebih tepat dan efektif dibandingkan 
dengan sanksi pidana. Apabila substansi 
peraturan perundangundangan merupakan 
lingkup hukum administrasi, maka tidak tepat 
apabila dipaksakan untuk diterapkan sanksi 
pidana. Tidaklah tepat pendapat yang 
menyatakan bahwa agar peraturan perundang-
undangan dapat berlaku secara efektif selalu 
disertai dengan sanksi pidana. Untuk substansi 
yang berkaitan dengan masalah administratif, 
sanksi adminisratiflah yang paling efektif.26  

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 
Tentang Penjaminan. Pasal 58. Direksi/pengurus 
Lembaga Penjamin yang dengan sengaja 
memberikan laporan, informasi, data, dan/atau 
dokumen kepada Otoritas Jasa Keuangan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) 
secara tidak benar, palsu, dan/atau menyesatkan 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 
(lima) tahun dan pidana denda paling banyak 
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).    

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 
Tentang Penjaminan. Pasal 59. Agen penjamin 
yang menggelapkan IJP, IJK, IJPU, dan/atau IJKU  

 
24  Ibid. hlm. 605. 
25  Ibid. 
26  Ibid. 605-606. 
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sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (5) 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 
(tiga) tahun atau pidana denda paling banyak 
Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta 
rupiah).  

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 
Tentang Penjaminan. Pasal 1 angka 20. Imbal Jasa 
Penjaminan, yang selanjutnya disingkat IJP, 
adalah sejumlah uang yang diterima oleh 
Perusahaan Penjaminan dari Terjamin dalam 
rangka kegiatan Penjaminan.  

Pasal 1 angka 21. Imbal Jasa Kafalah, yang 
selanjutnya disingkat IJK, adalah sejumlah uang 
yang diterima oleh Perusahaan Penjaminan 
Syariah dan UUS dari Terjamin dalam rangka 
kegiatan Penjaminan Syariah.  

Pasal 1 angka 22. Imbal Jasa Penjaminan 
Ulang, yang selanjutnya disingkat IJPU, adalah 
sejumlah uang yang diterima oleh Perusahaan 
Penjaminan Ulang dari Perusahaan Penjaminan 
dalam rangka kegiatan Penjaminan Ulang.  

Pasal 1 angka 23. Imbal Jasa Kafalah Ulang, 
yang selanjutnya disingkat IJKU, adalah sejumlah 
uang yang diterima oleh Perusahaan Penjaminan 
Ulang Syariah dari Perusahaan Penjaminan 
Syariah dan UUS dalam rangka kegiatan 
Penjaminan Ulang Syariah. 

 
B.   Tata Kelola, Pengawasan Dan Pelaporan 

Lembaga Penjaminan 
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 

/POJK.05/2017 Tentang Tata Kelola Perusahaan 
Yang Baik Bagi Lembaga Penjamin, mengatur 
mengenai Penerapan Tata Kelola Perusahaan 
Yang Baik.  Pasal 2 Prinsip Tata Kelola Perusahaan 
yang Baik meliputi:  
a. transparansi;  
b. akuntabilitas;  
c. tanggung jawab;  
d. independensi; dan  
e. keadilan.   

Pasal 3 Penerapan Tata Kelola Perusahaan 
yang Baik bertujuan untuk:  
a. mengoptimalkan nilai Lembaga Penjamin bagi 

Pemangku Kepentingan;   
b. meningkatkan pengelolaan  Lembaga 

Penjamin secara profesional, efektif, dan 
efisien;  

c. meningkatkan kepatuhan organ  Lembaga 
Penjamin dan jajaran dibawahnya agar dalam 
membuat keputusan dan menjalankan 
tindakan dilandasi pada etika yang tinggi, 
kepatuhan terhadap peraturan perundang-
undangan, dan kesadaran atas tanggung 

jawab sosial  Lembaga Penjamin terhadap 
Pemangku Kepentingan maupun kelestarian 
lingkungan;  

d. mewujudkan  Lembaga Penjamin yang lebih 
sehat, dapat diandalkan, amanah, dan 
kompetitif; dan  

e. meningkatkan kontribusi Lembaga Penjamin 
dalam perekonomian nasional.27 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 
Tentang Penjaminan, mengatur mengenai Tata 
Kelola, Pengawasan, Dan Pelaporan. Pasal 26 
ayat: 
(1) Lembaga Penjamin dalam melaksanakan 

pengelolaan usahanya wajib menerapkan 
tata kelola perusahaan yang baik.  

(2) Lembaga Penjamin wajib menjaga kondisi 
kesehatan keuangannya.  

(3) Lembaga Penjamin dalam melaksanakan 
kegiatannya memanfaatkan teknologi 
informasi.  

(4) Ketentuan mengenai tata kelola, kondisi 
keuangan, dan pemanfaatan teknologi 
informasi Lembaga Penjamin sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat 
(3) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa 
Keuangan.  
Penjelasan Pasal 26 ayat (1) Yang dimaksud 

dengan “tata kelola perusahaan yang baik” 
adalah seperangkat proses yang diberlakukan 
dalam perusahaan untuk menentukan keputusan 
dan pengelolaan perusahaan dengan 
menggunakan prinsip antara lain transparansi, 
akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan 
keadilan. 

Konsep transparansi menunjuk pada suatu 
keadaan dimana segala aspek dari proses 
penyelenggaraan pelayanan bersifat terbuka dan 
dapat diketahui dengan mudah oleh para 
pengguna dan stakeholders yang membutuhkan. 
Jika segala aspek proses penyelenggaraan 
pelayanan seperti persyaratan, biaya dan waktu 
yang diperlukan, cara pelayanan, serta hak dan 
kewajiban penyelenggara dan pengguna layanan 
dipublikasikan secara terbuka sehingga mudah 
diakses dan dipahami oleh publik, maka pratik 
penyelenggaraan pelayanan itu dapat dinilai 
memiiki transparansi yang tinggi. Sebaliknya, 
kalau sebagian atau semua aspek dari proses 
penyelenggaraan pelayanan itu tertutup dan 
informasinya sulit diperoleh oleh para pengguna 

 
27  Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 /Pojk.05/2017 

Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Lembaga 
Penjamin. 
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dan stakeholders lainnya, maka penyelenggaraan 
pelayanan itu tidak memenuhi kaidah 
transparansi.28 

Di samping transparansi, akuntabilitas juga 
merupakan standar profesional yang harus 
dicapai/ dilaksanakan aparat pemerintah dalam 
memberikan pelayanan kepada masyarakat. 
Akuntabilitas dapat digunakan sebagai 
alat/sarana untuk menilai kualitas kinerja aparat 
sehingga mereka dapat mengenali dengan benar 
kekuatan dan kelemahannya. Hal ini sejalan 
dengan apa yang dikemukan Jabbra dan Dwivedi, 
akuntabilitas publik merupakan landasan bagi 
proses penyelenggaraan pemerintahan. Ia 
diperlukan karena aparatur pemerintah harus 
mempertanggungjawabkan tindakan dan 
pekerjaannya pertama kepada publik dan kedua 
kepada organisasi tempat kerjanya. Dengan 
akuntabilitas publik setiap aparat harus dapat 
menyajikan informasi yang benar dan lengkap 
untuk menilai kinerjanya baik yang dilakukan oleh 
masyarakat, organisasi/instansi kerjanya, 
kelompok pengguna pelayanannya, maupun 
profesinya. Tujuannya adalah untuk menjelaskan 
bagaimanakah pertanggungjawaban hendak 
dilaksanakan, metode apa yang dipakai untuk 
melaksanakan tugas, bagaimana realitas 
pelaksanaannya dan apa dampaknya.29    

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 
Tentang Penjaminan, mengatur mengenai 
Pengawasan. Pasal 27 ayat: 
(1) Pengawasan Lembaga Penjamin, lembaga 

penunjang penjaminan, dan profesi 
penyedia jasa bagi Lembaga Penjamin 
dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.  

(2)  Dalam melaksanakan pengawasan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk:  
a. mencabut izin usaha Lembaga Penjamin 

atau izin UUS; 
b. melakukan pemeriksaan terhadap 

Lembaga Penjamin, lembaga penunjang 
penjaminan,  profesi penyedia jasa bagi 
Lembaga Penjamin, dan/atau pihak 
terafiliasi;  

c. melakukan penilaian kemampuan dan 
kepatutan terhadap direksi/pengurus, 
komisaris/dewan pengawas/pengawas, 
dan dewan pengawas syariah;  

 
28  Karjuni Dt. Maani. Transparansi dan Akuntabilitas dalam 

Pelayananan Publik Demokrasi Vol. VIII No. 1 Th. 2009. 
hlm. 47-48. 

29  Ibid. hlm. 48-49. 

d. menonaktifkan direksi/pengurus, 
komisaris/dewan pengawas/pengawas, 
dan dewan pengawas syariah serta 
menetapkan pengelola statuter;  

e. memberi perintah tertulis kepada  
Lembaga Penjamin, lembaga penunjang 
penjaminan,  profesi penyedia jasa bagi 
Lembaga Penjamin, dan/atau pihak 
terafiliasi untuk melaksanakan atau tidak 
melaksanakan hal tertentu sebagai tindak 
lanjut dari fungsi pengawasan;  

f. mengenakan sanksi kepada Lembaga 
Penjamin, pemegang saham,  
direksi/pengurus, komisaris/dewan 
pengawas/pengawas, dewan pengawas 
syariah, lembaga penunjang penjaminan,  
dan/atau profesi penyedia jasa bagi 
Lembaga Penjamin;   

g. mengeluarkan  lembaga penunjang 
penjaminan dan profesi penyedia jasa 
bagi Lembaga Penjamin dari daftar di 
Otoritas Jasa Keuangan; dan  

h. melaksanakan kewenangan lain 
berdasarkan undangundang.  

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme 
pelaksanaan pengawasan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam 
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. 
Penjelasan Pasal 27 ayat (1) huruf (g) Yang 

dimaksud dengan “daftar” adalah daftar lembaga 
penunjang penjaminan dan daftar profesi 
penyedia jasa bagi Lembaga Penjamin. 

Pelaporan. Pasal 28 ayat: 
(1) Lembaga Penjamin wajib menyampaikan 

laporan bulanan, laporan keuangan tahunan 
yang telah diaudit oleh akuntan publik, 
dan/atau laporan lain kepada Otoritas Jasa 
Keuangan.  

(2) Lembaga Penjamin wajib melaporkan setiap 
perubahan anggaran dasar kepada Otoritas 
Jasa Keuangan.   

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan 
bulanan, laporan keuangan tahunan, 
dan/atau laporan lain serta laporan 
perubahan anggaran dasar sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur 
dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. 
Penjelasan Pasal 28 ayat (1)  Sebagai contoh 

laporan lain adalah laporan yang memuat hal-hal 
yang dapat mengakibatkan timbulnya 
permasalahan likuiditas dan/atau solvabilitas 
yang berpotensi membahayakan kelangsungan 
usaha perusahaan, antara lain:  
1. besarnya jumlah potensi klaim; dan  
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2. pengaruh klaim terhadap likuiditas, dan/atau 
solvabilitas perusahaan.  
Ayat (2) Perubahan anggaran dasar yang 

dilaporkan, antara lain, berupa perubahan 
pemegang saham, direksi/pengurus, 
komisaris/pengawas/dewan pengawas, dan 
dewan pengawas syariah, perubahan modal, 
perubahan nama, serta perubahan bentuk badan 
hukum. 

Adapun lima prinsip penerapan Good 
Corporate Governance, sebagai berikut: 
1. Transparansi (Transparency)  
2. Akuntabilitas (Accountability) 
3. Responsibilitas (Responsibility) 
4. Independensi (Independency)  
5. Kewajaran dan Kesetaraan (Fairness).  

Pemangku kepentingan adalah mereka baik 
individu, sekelompok orang, komunitas atau 
masyarakat yang memiliki kepentingan terhadap 
perusahaan dan mereka yang terpengaruh secara 
langsung oleh keputusan strategis dan 
operasional perusahaan. Pemangku kepentingan 
tersebut antara lain terdiri dari pemegang saham, 
karyawan, mitra bisnis, dan masyarakat terutama 
sekitar tempat usaha perusahaan, konsumen, 
kreditur, media, Pemerintah, dan kompetitor.30 

Ketentuan pidana yang diberlakukan 
menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 
Tentang Penjaminan, dimaksudkan untuk 
memberikan efek jera terhadap pelaku tindak 
pidana yang telah terbukti secara sah dalam 
pemeriksaan perkara di pengadilan sebagai 
pelaku tindak pidana. Hal ini merupakan bagian 
dari upaya penegakan hukum pidana. Diperlukan 
juga tata kelola, pengawasan dan pelaporan oleh 
lembaga penjaminan yang wajib dilaporkan 
kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas 
Jasa Keuangan. 

Kenyataan menunjukkan salah satu pelaku 
usaha yang memainkan peranan cukup penting 
dalam menggerakkan perekonomian nasional 
yang sesuai dengan paham demokrasi ekonomi 
adalah pelaku usaha pada sektor usaha mikro, 
kecil, dan menengah  serta koperasi  (UMKMK). 
Oleh karena itu dalam demokrasi ekonomi, maka 
semua pelaku usaha mendapatkan posisi dan 
peluang yang sama untuk menggerakkan roda 
perekonomian, dengan tetap mengutamakan 
kebersamaan. Oleh karena itu demokrasi 

 
30  Jessica Ayu Meirna Sitepu. Penerapan Prinsip-Prinsip 

Good Corporate Governance Pada PT. Bulan Terang 
Utama. AGORA Vol. 4, No. 1, (2016). hlm. 193. 

ekonomi perlu dilaksanakan dengan prinsip 
kebersamaan, efisiensi berkeadilan, 
berkelanjutan, berwawasan lingkungan, 
kemandirian, serta dengan menjaga 
keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi 
nasional. 

 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
1. Pemberlakuan ketentuan pidana dalam 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 
Tentang Penjaminan, merupakan bagian dari 
upaya penegakan hukum khususnya di bidang 
hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana 
yang telah terbukti melakukan perbuatan 
pidana secara sah melalui proses pemeriksaan 
di siding pengadilan. Terhadap pelaku tindak 
pidana tersebut dapat dikenakan pidana 
penjaran dan pidana denda sesuai dengan 
bentuk perbuatan pidana yang telah terbukti 
secara sah dilakukan.   

2. Tata kelola, pengawasan dan pelaporan 
lembaga penjaminan, diantaranya lembaga 
penjamin dalam melaksanakan pengelolaan 
usahanya wajib menerapkan tata kelola 
perusahaan yang baik dan wajib menjaga 
kondisi kesehatan keuangannya serta 
melaksanakan kegiatannya memanfaatkan 
teknologi informasi. Hal ini diatur dalam 
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Dari aspek 
pengawasan diantaranya pengawasan 
lembaga penjamin, lembaga penunjang 
penjaminan, dan profesi penyedia jasa bagi 
lembaga penjamin dilakukan oleh Otoritas 
Jasa Keuangan. Dalam melaksanakan 
pengawasan Otoritas Jasa Keuangan 
berwenang untuk mencabut izin usaha 
Lembaga Penjamin atau izin (Unit Usaha 
Syariah) UUS. Untuk pelaporan, seperti 
lembaga penjamin wajib menyampaikan 
laporan bulanan, laporan keuangan tahunan 
yang telah diaudit oleh akuntan publik, 
dan/atau laporan lain kepada Otoritas Jasa 
Keuangan dan lembaga penjamin wajib 
melaporkan setiap perubahan anggaran dasar 
kepada Otoritas Jasa Keuangan.   
 

B. Saran 
1. Pemberlakuan ketentuan pidana dalam 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 
Tentang Penjaminan perlu diterapkan sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. Hal ini diaksudkan untuk memberikan 
efek jera terhadap pelaku perbuatan pidana 
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dan merupakan suatu pembelajaran bagi 
pihak-pihak lain untuk tidak melakukan 
perbuatan yang sama sebagaimana dilakukan 
oleh pelaku perbuatan dipidana yang telah 
dikenakan sanksi pidana. 

2. Tata kelola, pengawasan dan pelaporan 
lembaga penjaminan, perlu memperhatikan 
tata kelola perusahaan yang baik dan perlu 
diberlakukan dalam perusahaan untuk 
menentukan keputusan dan pengelolaan 
perusahaan dengan menggunakan prinsip 
antara lain transparansi, akuntabilitas, 
tanggung jawab, independensi, dan keadilan. 
Dari aspek pengawasan lembaga penjaminan 
perlu memperhatikan mekanisme 
pelaksanaan pengawasan yang diatur dalam 
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan serta untuk 
pelaporan lembaga penjaminan, baik laporan 
bulanan, laporan keuangan tahunan, dan/atau 
laporan lain serta laporan perubahan 
anggaran dasar juga perlu mempertaikan 
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. 
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